BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Local Strongman

Dalam sebuah kepemimpinan, beberapa kepemimpinan berkembang
mengikuti kondisi suatu wilayah yang menjadi objek kepemimpinan tersebut.
Di Indonesia sendiri, kepemimpinan tidak hanya menjadi simbol legalitas dan
posisi secara resmi, namun juga menjadi sebuah kekuatan kultural dalam suatu
entitas masyarakat. terutama dalam masyarakat tradisional, beberapa tokoh
lokal memiliki kekuatan secara budaya yang perlu diperhitungkan. Para tokoh
yang dikenal dengan sebutan local strongman.t

Dalam Adelia Fitri (2019:93) di Indonesia pasca orde baru telah
menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi sendiri
merupakan penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam pemilihan dan
penetapan kepala daerahnya. Desentralisasi sendiri memiliki efek samping
seperti jaringan patrimonial dan korupsi daerah, mengkontrofosi assa dan
membekingnya dengan strongman.

Kemunculan bos lokal, orang kuat lokal, dan juga predatoris di Indonesia
menjadi fenomena yang mewabah di era Reformasi. Sosok-sosok ini
berkembang seiring dengan penyerahan kewenangan pemerintah kepada

daerah atau desentralisasi .

! Kenali Pemimpin Lokal Daerah: Konsep Local Strongmen, artikel ini diakses pada tanggal 29
Juli 2021 dari https://pemimpin.id/kenali-pemimpin-lokal-di-daerah-konsep-local-strongmen/
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Pemilihan demokrasi liberal tif malah memberikan konsekuensi hadirnya
praktik bosisme lokal dalam arana pemilukada di tingkat daerah. Bosisme
lokal atau local strongman merupakan orang kuat lokal yang lahir sebagai
orang berpengaruh. Para aktor yang seringkali berada dalam lingkaran ini,
diantaranya orang partai, konglomerat, birokrat, elit lokal, sampai preman
sipil 2

John T. Sidel dalam Marcelino Solissa (2016:163) mengkaji fenomena
local strongman di tiga negara, yakni: Filipina, Thailand, dan Indonesia ingin
menunjukan bahwa pola kekuasaan local strongman di dunia ketiga bukan
semata-mata tentang kekuatan dan ketahanan, tetapi lebih kepada mewakili
keganjilan struktur kelembagaan negara. Sidel ingin membuktikan bahwa
keberadaan bos lokal tidak merintangi pertumbuhan ekonomi sebagaimana
yang diungkapkan oleh Migdal. Migdal mengungkapkan bahwa dalam
menciptakan kekuasaan, bos lokal berhasil dengan memaksimalkan beberapa
pola, yang diantaranya sebagai berikut :

(1) mereka mendapatkan izin kontrol monopolistik dan membangun

aliansi dengan penguasa ekonomi politik lokal;

(2) Jika kontrol dan kekuasaan negara terlalu besar dan monopolis, maka

akan menggunakan gaya kekerasan untuk mempertahankan hidup; dan

(3) Jika kontrol pembangunan ekonomi berada di luar pemerintah tetaplah

melakukan perlawanan dan berhasil menciptakan dinasti.

2 Praktik Bosisme Lokal di Pemilukada Indonesia, artikel ini diakses pada tanggal 29 Juli 2021
dari https://washilah.com/2020/12/praktik-bosisme-lokal-di-pemilukada-indonesia/
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Analisis Migdal, berdasarkan kondisi realitas politik kelemahan-
kelemahan negara dunia ketiga telah melahirkan orang-orang kuat di tingkat
lokal. Migdal menyebutnya dengan sebutan Local Strongman. Orang kuat
lokal ini didefinisikan sebagai kekuatan informal yang berupa tuan tanah,
saudagar, pengusaha kayam dan lain sebagainya yang berusaha menguasai
kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu melalui kerjasama
jejaring yang dibangun (dalam Zaki Hanfi Ahmad, 2020:53). Menurut Migdal
dalam Tito Handoko (2020:658-659), local strongman juga tumbuh subur
dalam masyarakat yang mirip dengan jejaringan. Dalam masyarakat jejaringan
inilah para orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan melalui
pemimpin dan para birokrat lokal formal.

Dalam Nur Aliyah Zainal (2017:49), Local strongman merupakan
terminologi yang identik dengan elit, walaupun terdapat banyak pengertian
tentang konsep elit, akan tetapi pada dasarnya ada kesamaan pemahaman
bahwa konsep ini merujuk pada sekumpulan individu yang superior yang
berbeda dengan massa yang menguasai jaringan kekuasaan atau kelompok
yang berada dalam lingkaran kekuasaan ataupun sedang berkuasa.

Menurut penelitian Halifah, menjelaskan bahwa fenomena orang kuat
lokal merupakan salah satu bentuk strategi pemenangan kandidat.
Kemenangan kandidat dalam Pilkada ini dipengaruhi oleh keterlibatan sosok
orang kuat lokal yang menjadi kekuatan di belakang kandidat. Orang kuat
lokal mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon yang diusung dalam

pemilu (dalam Tito Handoko, 2020:656).
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Menurut Migdal (2001) dalam Danil Akbar (2020:207), local strongman
hadir akibat lemah kekuatan Negara untuk memonopoli kekuasaan untuk
mengatur masyarakat. Dengan asumsi Negara (Pemerintah) sebagai sebuah
organisasi terbesar dalam suatu Negara berdampingan dengan organisasi
lainnya baik itu berbentuk formal atau informal. Khusus bagi Informal,
kemampuan organisasi ini mampu mengurangi legitimasi Negara sebagai
kontrol sosial yang sah. Local strongman menampilkan personalisasi dan
klientelisme dalam hubungan patronase politik baik kepada negara maupun
masyarakat.

Kemunculan local strongman sebagai salah satu sumber kekuasaan yang
dimiliki adalah kekayaan. Dari sisi tersebut local strongman dipandang
sebagai bos ekonomi dan memiliki kecenderungan menjadi investor politik
yang pada akhirnya mempengaruhi desentralisasi yang sejati di tingkat lokal
(dalam Nur Aliyah Zainal, 2017:49-50). Salah satu faktor penyebab
menguatnya praktik pemerintahan informal, diduga karena melemahnya daya
sosial ekonomi dan politik dari calon kepala daerah yang berkompetisi dalam
kontestasi pilkada. Ongkos politik yang sangat besar menuntut setiap calon
kepala daerah mengambil jalan pintasan kerjasama menguntungkan dengan
semua pihak agar mampu memobilisasi dukungan sosial-politik seluas-
luasnya dalam semua tahapan pilkada. Apabila sukses dalam pilkada, para
pihak yang telah memberikan dukungan nyata akan diberikan akses sumber
daya dalam tata pemerintahan daerah, termasuk menentukan proses

pengambilan keputusan terkait mutasi dan promosi pejabat birokrasi.
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Perbandingan Orang Kuat Lokal Menurut Migdal dan Sidel

Perbandingan Joel S. Migdal John T. Sidel
Istilah Local Strongman Local Bossism
Aktor Kepala suku, Tuan Kepala daerah, anggota
Tanah, Pemimpin dewan, pengusaha, dan
Tradisional, dan lain- lain-lainnya
lainnya
Perspektif Historia Kultural Struktural

Latar Ekonomi

Selalu Orang Kaya

Tidak selalu orang kaya

Proses Pembentukan

Fragmentasi masyarakat
independensi antar
organisasi sosial di
negara baru merdeka

Kegagalan pemerintah
memberikan
kesejahteraan rakyat

Aktor Tuan tanah, Kepala suku, | Kepala daerah,
Panglima perang, Legislator, Mantan
Pemimpin Klan, Komandan militer,
Pemimpin Tradisional Pengusaha

Cara Bertahan Hidup | Memanfaatkan hubungan | Mengandalkan dukungan

Aktor patron klien orang kuat investor dan negara

lokal, politisi, dan
birokrat.

dalam perekonomian
yang kapitalistik

Sumber: Marcelino Solissa (2016:164-165)

Menurut Migdal (2001) dalam Danil Akbar

(2020:207), terdapat tiga

faktor utama alasan local strongman tumbuh subur dalam suatu negara, yaitu:

a. Pertama, sifat masyarakat yang berjejaring, kemudian membuka

peluang besar terhadap klientelisme tumbuh subur dan berkembang.

Sehingga dominasi negara atas masyarakat terbelah dan sebagian

dikontrol oleh kekuatan informal;
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b. Kedua, hadirnya proses akulturasi mitos yang dikonstruksikan sebagai
upaya mempertahankan legitimasinya dalam masyarakat;

c. Ketiga, kemampuan local strongman menembus, dan mengintervensi
negara. Negara secara realistis seringkali mengakomodir kehadiran
local strongman. Local strongman pun, meski terkadang kesulitan
untuk menembus atau mengintervensi negara, mereka akan masuk
melalui masyarakat politik. Karena tidak heran lahir triangle of
accommodation antara negara, partai politik, dan local strongman.

John Sidel memperingatkan bahwa local strongman, yang justru
menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen, dan
juga pemilihan umum (Pemilu) ketika terjadi desentralisasi dan demokratisasi.
Di Indonesia local strongman dihambat kemunculannya selama Orde Baru
dan juga ketika sistem pemilihan tidak langsung. Namun apabila perubahan
sistem terjadi menjadi pemilihan langsung, maka local strongman dapat
muncul dan berkembang di Indonesia (dalam Eka Suaib 2015:55).

Menurut Migdal dalam Zakly Hanafi Ahmad (2020:53) keberhasilan local
strongman atau orang kuat lokal dalam mencapai monopoli dan kontrol sosial
mereka di masyarakat didasari atas tiga faktor.

a. Pertama, karena sifat masyarakat yang berbentuk jejaring, dimana

klientelisme tumbuh subur dan berkembang. Sehingga kontrol sosial
terfokus pada kekuatan-kekuatan yang ada, karena tidak mampu

dimonopoli oleh negara;
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b. Kedua, karena mindset yang mendarah daging yang ada dalam diri
orang kuat lokal di masyarakat, dan sudah menjadi simbol tersendiri di
antara mereka, yang mana orang kuat menjadi panutan di kehidupan
masyarakat lokal; dan

c. Ketiga, kemampuan orang kuat lokal mengintervensi lembaga yang
ada di daerah sehingga menjadi alur lembaga pemerintahan disana

berpihak kepada kepentingan mereka.

2. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto (2002. 246) dalam Yulianus Rahawarin
(2018:72) merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status). Dan apabila
seseorang melaksanakan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran.® Peran
meliputi norma yang dihubungkan dengan posisis seseorang dalam lingkungan
masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam
menjalankan kehidupan sosial. Artinya posisi yang dimiliki seseorang seperti
kepala desa yang merupakan bagian dari pemerintahan desa, akan lebih
mewakili wewenang untuk menegakan peraturan-peraturan dalam kehidupan

masyarakat.

Menurut Riyadi (2002:138) dalam Lantaeda, Lengkong, dan Ruru
(2017:2) peran merupakan orientasi dan konsep dai bagian yang dimainkan

oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran ini, individu ataupun

3 Yulianus Rahawarin, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat di Desa
Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara”, Jurnal Administrasi Publik, Vol.04
No0.063 (2018).
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organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran
ini juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural. Dimana
didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang
menghubungkan  pembimbing dan  mendukung fungsinya dalam

mengorganisasi.*

Soerjono Soekanto (2009:213) dalam Trisnani (2017:32) mengatakan
peranan mencakup tiga hal, yang diantaranya adalah:®

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam hal ini merupakan
rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
bermasyarakat.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan
oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting

bagi struktur sosial masyarakat.

Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian
perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran yang
dimainkan oleh seorang pemimpin tingkat atas, menengah maupun bawah

akan mempunyai peran yang sama. Sehingga kepribadian seseorang

4 Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru, ‘“Peran Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Jurnal
Administrasi Publik, Vol.04 No.048 (2017).

° Trisnani, “Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan
Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar”, Jurnal Komunikasi, Vol.06 No.01 (2017).
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merupakan salah satu yang mempengaruhi bagaimana peran itu bisa

dijalankan.
Adapun konsep peran yang diantaranya sebagai berikut:®

a. Persepsi Peran, merupakan sebuah pandangan terhadap tindakan yang
seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi tersebut
berdasarkan intervensi atas sesuatu yang diyakini mengenai bagaimana
seharusnya dalam berperilaku.

b. Ekspektasi Peran, merupakan sesuatu yang diyakini orang lain yang
bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian
perilaku seseorang tersebut ditentukan oleh peran yang didefinisikan
dalam konteks yang mana orang itu bertindak.

c. Konflik Peran, dalam hal ini saat seseorang berhadapan dengan
ekspektasi peran yang berbeda, maka akan memunculkan konflik
peran. Konflik ini akan muncul disaat seseorang menyadari bahwa

syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi daripada peran lainnya.
Struktur peran dikelompokan menjadi dua bagian, yang diantaranya:’

a. Peran Formal, merupakan peran yang terlihat jelas, yaitu perilaku yang

bersifat homogen. Contoh Nya dalam keluarga, suami dan istri

6 Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli, artikel ini diakses pada tanggal 4
November 2021 dari https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-
ahli/

! Pengertian Peran : Konsep, Struktur dan Jenis Peran Dalam Masyarakat, artikel ini diakses pada
tanggal 4 November 2021 dari https://www.pelajaran.co.id/pengertian-peran/#Struktur_Peran
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berperan sebagai penyedia, pengatur rumah tangga, merawat anak,
rekreasi, dan lainnya.

b. Peran Informal, merupakan peran yang tertutup, yaitu peran yang
bersifat emosional dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan
peran informal adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional dan

menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Peran menurut Soerjono Soekanto (2001:242) dalam Lantaeda, Lengkong,

dan Ruru (2017:2) dibagi menjadi 3 peran yaitu sebagai berikut:®

a. Peran Aktif, merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok
karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok,
seperti pengurus, pejabat, dan yang lainnya.

b. Peran Partisipatif, merupakan peran yang diberikan oleh anggota
kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang
sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif merupakan sumbangan anggota kelompok yang bersifat
pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan
kesempatan kepada fungsi-fungsi lainnya dalam kelompok sehingga

bisa berjalan dengan baik.

3. PILKADES (Pemilihan Kepala Desa)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, pada Pasal 1 Ayat (1,) Desa adalah desa dan desa adat atau yang

8 Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru, “Peran Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Jurnal
Administrasi Publik, Vol.04 No.048 (2017).
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disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Tirta Kusuma, 2018:9).

Dalam Yuningsih dan Subekti (2016:236) Desa sebagai kesatuan
masyarakat hukum memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi
tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan
perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan
seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan
kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah bentuk sistem
politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan
kompleks.

Dalam rangka perwujudan prinsip demokrasi, maka kepala desa dipilih
langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik indonesia yang
telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun (Soemantri,
2011:250). Kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab di
dalam pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta urusan
pemerintahan umum yang terkait dengan ketentraman, pembinaan, dan
ketertiban. Di sisi lain, kepala desa juga mengemban tugas membangun

mental masyarakat dalam menumbuhkan serta mengembangkan semangat
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membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan (Sunarjo
dalam Nuryanto, 2014:399).

Pemilihan kepala desa merupakan sebuah praktek demokrasi yang berada
di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek
penentuan kekuasaan sehingga adan mengundang kompetisi dari golongan
minoritas untuk saling berebut jabatan kekuasaan kepala desa. Pemilihan
kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sepanjang hidup dan diakui keberadaanya berlaku ketentuan hukum adat
setempat, yang diterapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah (Soemantri, 2011:250).

Dalam kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) membutuhkan peran
dan juga partisipasi masyarakat yang pada hakikatnya merupakan suatu
kewajiban bagi masyarakat itu sendiri dalam menentukan sosok pemimpin
yang akan menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut. Tirta Kusuma
(2018:38) Seorang pemimpin merupakan pelayan masyarakat. maka karena itu
seorang pemimpin yang baik selalu berpikir untuk bagaimana memberikan
pelayanan terbaik untuk masyarakatnya.

Tugas Kepala desa sangat rumit, yaitu menyelenggarakan pemerintahan
desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pengembangan
masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala
desa dipilih melalui mekanisme demokrasi. Dalam mekanisme demokrasi ini,

pemilihan kepala desa adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh
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atau dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi

syarat.

Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang dijelaskan

dalam pasal 33 bahwasannya persyaratan untuk mencalonkan sebagai kepala

desa adalah sebagai berikut:

a.

b.

Warga negara Republik Indonesia;

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika;

Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;

Bersedia mencalonkan menjadi Kepala Desa;

Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat
paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran;

Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih,

kecuali 5 tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan
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secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. Berbadan sehat;

I. Tidak pernah sebagai Kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan

m. Syarat Lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Utang Rosidin (2019:129-130), untuk melaksanakan amanat Pasal 31
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diperlukan
kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan kepala
desa secara serentak yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai
payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan daerah tentang
kepala pemilihan kepala desa tidak hanya harus mengadopsi peraturan
perundang-undangan yang memenuhi ketentuan umum tersebut, tetapi juga
menentukan perlunya penyelesaian masalah yang timbul dari pemilihan kepala
desa, sebagai berikut:

a. Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa apabila dilaksanakan secara

serentak satu kali ataupun bergelombang. Pemilihan kepala desa secara
serentak harus mempertimbangkan jumlah desa dan

mempertimbangkan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, sehingga pelaksanaanya
dapat dilakukan secara serentak satu kali ataupun bergelombang;
Persyaratan pemilih;

Persyaratan calon kepala desa yang berasal dari kepala desa
incumbent, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan PNS;
Penentuan syarat tambahan apabila jumlah bakal calon lebih dari lima
orang;

Pelaksanaan waktu kampanye;

Pelayanan pemilihan kepala desa bagi pemilih yang berkebutuhan
khusus;

Mekanisme penentuan hasil pemilihan serta penetapan;

Penyelesaian sengketa;

Sumber pembiayaan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112

Tahun 2014 BAB Il tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pasal 6,

dilaksanakan melalui Tahapan atau mekanisme sebagai berikut:

a.

Persiapan

Persiapan Pemilihan di desa ini diatur dalam beberapa pasal, yang

diantaranya pada pasal 7 (persiapan), pasal 8 (pembentukan panitia

Pilkades), dan pasal 9 (tugas panitia pilkades).

b.

Penetapan Pemilih

Penetapan pemilih ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya

pada pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16,
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pasal 17, pasal 18 (Penyusunan salinan DPT), pasal 19 (Rekapitulasi
jumlah pemilih), dan juga pasal 20 (DPT yang sudah disahkan).
c. Pencalonan/Pendaftaran Calon

Pencalonan/Pendaftaran Calon ini diatur dalam Pasal 21 (persyaratan
calon kepala desa).
d. Penelitian Calon, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Penelitian calon, penetapan, dan juga pengumuman ini diatur dalam
beberapa pasal, yang diantaranya pada Pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal
25 (seleksi Tambahan untuk bakal calon), dan pasal 26 (penetapan calon).
e. Kampanye

Kampanye ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada
pasal 27 (Pelaksanaan Kampanye), pasal 28 (membuat visi dan misi),
pasal 29 (tata cara pelaksanaan kampanye), pasal 30 (larangan dalam
pelaksanaan Kampanye), pasal 31 (sanksi pelanggaran kampanye), dan
pasal 32 (masa tenang kampanye).
f. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan Suara ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya
pada pasal 33 (tata cara pelaksanaan pemilihan), pasal 34 (pengadaan alat
pemilihan), pasa 35 (TPS), pasal 36 (Pemilih berkebutuhan Khusus), pasal
37 (TPS Khusus), pasal 38 (pelaksanaan pemungutan suara), pasal 39 (tata
cara pemungutan suara), pasal 40 (Suara dikatakan sah), pasal 41
(pelaksanaan penghitungan suara), pasal 42 (kemenangan calon kepala

desa), dan pasal 43 (penyimpanan pemungutan dan penghitungan suara).
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g. Penetapan

Penetapan ini diatur dalam pasal 44, yang diantaranya:

1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan hasil pemilihan
kepala desa kepada BPD;

2) BPD Dberdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa
menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara
terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan
kepada kepala desa; dan

3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala

desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang mengenai Peran Local Strongman dalam Kontestasi
Politik Lokal dengan Studi Kemenangan Herlan dalam Pilkades Desa Margaluyu,
Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis ini penulis mengambil beberapa
referensi terlebih dahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini untuk
dijadikan acuan untuk memperoleh penulisan yang lebih baik. Adapun beberapa
penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No Nama Hasil Penelitian Metode
1. Ibnu Kaldun Penelitian ini | Penelitian ini

Local Strongmen | menggambarkan bahwa | menggunakan

Dan  Kontestasi | Aras Tammauni menjadi | pendekatan




Politik (Studi
Terhadap
Kemenangan
Fenomenal Aras
Tammauni  dan
Muhammad

Amin Jasa Pada
Pilkada
Kabupaten
Mamuju Tengah

2015)

Kepala Desa  Tobadak

selama 26 tahun, setelah itu
menjadi pimpinan DPRD
Provinsi Sulawesi Barat dan

menjadi Bupati

juga
Mamuju Tengah.

Keberhajian ii disebabkan

keberhasilan Aras
Tammauni  mengkonversi
modal-modal yang dia
miliki  baik itu modal
ekonomi, sosial, ataupun
simbolik sehingga
dominasinya di  kancah
politik Mamuju Tengah
begitu  kokoh  sehingga
sanggup membentuk
jaringan, melaksanakan
kontrol sosial dan
mempunyai kekuasaan
terhadap lembaga serta

sumber energi negara yang

signifikan. Capaian

kualitatif
dianalisis dengan
analisis

deskriptif.
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ambisius ini wajib diakui

selaku pencapaian yang

fenomenal, kuasa yang

begitu besar

mengindikasikan

tumbuhnya bibit  dinasti

politik.
Khoirul Minan | Penelitian ini membahas | Penelitian ini
Sinergi Local | tentang sinergi local | merupakan
Strongmen strongmen dalam | penelitian
Pengusaha  dan | mendukung Ahmad Mansur | lapangan dengan
Tokoh Agama | dalam Pemilihan Legislatif | menggunakan

Dalam Pemilihan
Legislatif 2014

Demak

2014, dengan cara: (1)
dengan melakukan
pengajian  kyai  sebagai
pimpinan majlis dan
pengusaha yang
menyediakan segala
perlengkapan dan
kebutuhan dalam
penyelenggaraan pengajian
tersebut; (2) melakukan

bakti sosial yaitu dengan

pendekatan sosial

politik
bersifat
deskriptif-

analitik.

dan
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melakukan  pembangunan
masjid, Kiai sebagai
pemimpin  masjid  yang
mengumpulkan kaum
sekitar untuk bergotong
royong dan pengusaha
sebagai penyuplai
kebutuhan dalam
pembangunan tersebut; (3)
Bantuan sosial yang Kkiai
berperan memberikan restu
dan memobilisasi
masyarakat yang berhak
menerimanya,  hal  ini
biasanya berupa materi,
barang, sandang, atau
pangan. Tindakan politik
sinergis local strongmen
tersebut juga secara
otomatis mempengaruhi
sistem budaya, perilaku dan
politik yang ada, yang mana

dalam persepsi masyarakat
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yang ada tanpa memikirkan

ideologi partai yang

mengusung.
Ahmad Penelitian ini  membahas | Penelitian ini
Nurcholis monopoli kekuasaan politik | menggunakan
Orang Kuat | sebagai impak keberadaan | metode kualitatif

Dalam Dinamika
Politik Lokal

Studi  Kasus
Kekuasaan
Politik Fuad
Amin di

Bangkalan

orang kuat lokal, bos lokal,

dan oligarki lokal.
Monopoli kekuasaan politik
ini setidaknya melahirkan
berbagai bentuk
penyimpangan, yang juga
melahirkan bentuk
pemerintahan model dinasti
yang merupakan upaya elit
untuk menempatkan

beberapa kroni dan

keluarganya di beberapa
pos strategis pemerintahan.
Model pemerintahan
dengan kekuasaan absolut
ini

serta dinasti seperti

kerap kali mengarah pada

melalui
wawancara
mendalam  dan

telaah tambahan

pada  beberapa
literatur yang
dianggap

penting.
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perampokan sistematik
anggaran  negara  dan
monopoli berbagai sumber
ekonomi strategis. Dalam
kasus Fuad Amin,
ditemukan aspek relevansi
antara aspek orang Kkuat
lokal dengan pondasi awal
lahirnya kekuasaan politik
yang berdampak pada
konstruksi pemerintahan
dinasti. Lahirnya kekuasaan
dan dominasi ini pertama-
tama diuntungkan dengan
posisinya yang mewarisi
modal kultural sebagai elit
keturunan kiai terkemuka di
satu sisi, serta kedekatannya
dengan dunia blater di sisi
lain. Selain itu juga
diuntungkan dengan
posisinya sebagai

pengusaha/oligarki lokal
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dengan kepemilikan harta
yang melimpah. Dengan
tiga modal kekuatan awal
ini tak pelak mempermudah

dirinya untuk melenggang

ke sektor politik formal.

Keberhasilan  inni  juga
ditopang oleh kultur
masyarakat yang masih

memegang teguh budaya
patrimonial, sehingga
ketergantungan masyarakat

kepada patron masih sangat

kental.
Libertus Renaldi | Penelitian ini membahas | Penelitian ini
Dibalik aktor yang menang dalam | menggunakan
Kekalahan kontestasi Pilkades di desa | metode kualitatif
Pertahanan Sudimoro, kecamatan | dengan
Narasi Politik | Srumbung, Kabupaten | pengumpulan
Negosiasi Magelang, Jawa Tengah. | data melalui
Masyarakat Kemenangan aktor dalam | observasi,

kontestasi Pilkades

dilatarbelakangi oleh

dokumentasi dan

wawancara
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beberapa faktor  seperti
trah/keluarga yang banyak,
relasi yang baik dengan
masyarakat, dan dukungan
dari tokoh masyarakat dan
ini merupakan tradisi, dan
kebiasaan hidup orang desa.
Sela itu juga, praktik politik
uang atau orang kuat lokal
yang dimaknai  sebagai
bentuk  negosiasi  dari
masyarakat karena
absennya pemerintah dalam
penyediaan fasilitas publik
yang bisa dinikmati oleh

seluruh lapisan masyarakat.

mendalam.

C. Kerangka Pemikiran
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Kerangka pemikiran ini merupakan upaya menuangkan konseptual kerangka

pemikiran tentang keterkaitan teori dengan berbagai faktor yang telah ditafsirkan

sebagai suatu permasalahan yang penting dalam penelitian.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)
yang dilkakukan serentak pada Bulan
Desember 2020 di Kabupaten Ciamis

l

Keterlibatan Pengusaha (Local

Stongman) yang mendukung salah

satu calon Kepala Desa dalan Pilkades

Serentak di Desa Margaluyu

Y

Local Strongman

PILKADES

Metode Penelitian:

Melakukan metode penelitian
Kualitatif Deskkriptif.
Melakukan penelitian dengan
wawancara dengan informan dan

dokumentasi

Bagaimana peram pengusaha makana ringan makaroni cap ikan
tawes (Local Strongman) dalam Kemenangan Pak Herlan pada

Pilkades di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten

Ciamis Tahun 2020
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Keterangan:

Berdasarkan dalam skema kerangka pemikiran diatas menggambarkan alur
untuk menjelaskan proses rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Dimana
mendeskripsikan arah penelitian mengenai adanya peran local strongmen
dalam kemenangan Herlan dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa
Margaluyu 2020. Dalam kontestasi Pilkades ini penulis dilihat juga bahwa
dalam proses pelaksanaan kampanye menjelang pilkades ini terdapat beberapa
dukungan terhadap salah satu calon kepala desa, yaitu pak Herlan (Calon no.
Urut 3)yang salah satunya adalah Pengusaha makanan ringan di Gasela Group
(CV. GASELA). Dimana dukungan ini menjadi sebuah hubungan kolaborasi
ataupun koalisi antara pengusaha makanan ringan ini dengan calon kepala
desa, yang dimana si pengusaha ini bersedia untuk menanggung semua biaya
pencalonan yang bisa dibilang tidak sedikit membantu salah satu calon dalam

memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak ini.

Kemudian penulis melihat hal tersebut menggunakan teori local
strongman dan konsep Pilkades itu sendiri sehingga. Menurut teori local
strongman ini, local strongman didefinisikan sebagai kekuatan informal yang
berupa tuan tanah, saudagar, pengusaha kaya dan lain sebagainya yang
berusaha menguasai kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu
melalui kerjasama jejaring yang dibangun. Local strongman ini tumbuh subur
dalam masyarakat yang mirip dengan jejaring, dimana didalam masyarakat
jejaring inilah local strongman memperoleh pengaruh signifikan melalui

pemimpin dan para birokrat lokal formal.
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Berdasarkan teori local strongman tersebut dirumuskan satu permasalahan
Bagaimana peran pengusaha makanan ringan makaroni cap ikan tawes (Local
Strongman) dalam Kemenangan Pak Herlan pada Pilkades di Desa Margaluyu
Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Tahun 2020 dengan Judul Peran
Local Strongman Pada Kontestasi Politik Lokal dengan Studi Kemenangan
Herlan dalam Pilkades Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten

Ciamis).



